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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 01 TA«HUN 20ll

TENTANG

KEWENANGAN JENJANG NILAI PENGADAAN. BARANG/JASA PADA |
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH'

a.
" Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA’ -

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, -

bahwa un-tu'k .meiakéanakan Eketentuan Pasal 105 Paraturan

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum - Daerah,
maka perlu diatur jenjang-nilai-pengadaan barahg' dan/atau jasa -
pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Saki Umbm
Daerah dengan Peraturan Gubernur;

bahwa b'erdasarkan, perti'mbanga'ln sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan" Peraturan- - Gubernur  tentang
Kewenangan Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa, Pada Badan
lLayanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantl Undang—Undang Nomor 2 Tahun
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Tenggara dengan. mengubah
Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi:Utara dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun
1964 Nomor 7) menjadi: Undang—Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Le mbaran
Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 2867); .

Undang—Undang Nomor * 17 ‘Tahun 2003 tentang Ke*uangan'
Negafa . (Lembaran Negara Republlk indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone5|a
Nomor 4286) ; '

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme fintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia‘ Tahun 2004 -
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagamana telah diubah - terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor - 12 Tahun 2008 tentang Pe-ubahan

Kedua atas:Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara' Republik Ihdonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan: Lembaran Negara Repubhk
indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara -(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor- 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembarar Negara
Republik Indonesia Nomor 4578); '

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor O?/PMK 02/2006 tentang
Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan Penetapan
Satuan Kerja lInstansi Pemerintah Untuk Menerapkdn Pola
Keuangan Badan Layanan Umumn;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan ’ Barang/Jasa pada Badan _ayanan
Umum;

10.Peraturan Menteri Dala-m Negerl Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah; -

11.Peraturan Gubemur SulaweSI Tengah Nomor 19 Tahun 2010
tentahg Pedoman Penerapan. Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Provinsi Su:_lawe_s_i Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan .: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWENAN(JAN PENGADAAN

BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
DAERAH PROVENSI SULAWESI TENGAH

Pasail

" Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1L

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya dlsebut BLUD, adalah Satian Ketija

" Perangkat Daerah/Unit Keria di lingkungar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan
dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

- produktivitas.

Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya dlsmgkat RSUD adalah Rumah Sal(lt Umum
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. ‘

Fleksibilitas adalah keleluasaan pe‘ngeioiaein keuangan/barang BLUD pada batas-
batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan
usahanya menyediakan barang/layananjasa

Pejabat pengadaan adalah personil yang-diangkat oleh pengguna barang.jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai deflgan Rp.
50.000.000,- (iLima puluh juta ruplah) -



Panitia pengadaan adalah Tlm/unlt pada organisasi BLUD atau TlJm/Unlt tersendiri
yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD vyang ditugaskan secara khusus untuk
melaksanakan pengadaan barang dan/atau Jasa guna keperluan BLUD.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi- berdasarkan
kajdah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layaran yang
bermutu dan berkesmambungan :

Pasal 2

'Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD- RSUD harus dilakukan berdasarkan
-prinsip efisiensi efektif, transparan, bersaing, adll/tidak diskriminatif, akuntabel dan
-sesUai dengan praktek bisnis yang sehat.

.I Pasal 3

"Pengadaan barang/jasa pada BLUD-RSUD dliaksanakan berdaSarkan ketentuan yang
berlaku bagl pengadaan barang/jasa Pemerintah.

]

(1)

Pasal 4

BLUD dengan status Penuh dapat diberi'kan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3,

apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau eerIensr yang dltetapkan oleh Pimpinan
BLUD. :

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada a‘yat (1) diberikan terhadap pengadaan
barang/jasa yang sumber dananya berasal.dari :
a . jasa layanan yang diberikan'kepada masyarakat;
b hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; can
d lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh
Pemimpin BLUD-RSUD.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumbnr dananya berasal dari hibeh terikat
dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau
mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD, sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui pemberl hibah dimaksud.

Pasa15
Petaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Pamt[a Pengadaan.

Panitia Pengadaan terdiri atas persoml yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan dan memahami 'tata cara pengadaan,
substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang | 1a|n yang diperlukan.

Pasal 6

Pengadaan barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

S a.

pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh -
juta rupiah) dapat dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh
pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan
golongan pengusaha kecil atay non kecil dengan pertanggung;awaban berupa
kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya,l

pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh
juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- {Lima puluh juta ruptah) dilakukan
dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat
pengadaan/unit layanan pengadaan vang ditunjuk tanpa membedakan golongan



e

i

pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000;- (Lina puluh
juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
dilakukan dengan metode penunjukan ia'ngsu-ng-'melaiui agen tunggal, cistributor
dan/atau penyedia barang/jasa lainnya dilaksanakan oleh panitia/unit layanan
pengadaan yang ditunjuk tanpa’ membedakan golongan pengusaha kecil atau non
kecil dengan pertanggungjawaban berupa kontrak; '

pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp.'500.000.000,- (L-ma ratus
rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah} dilakukan
dengan metode pgmilihan langsung oleh panitia/unit layanan pengadadn dengan
pertanggungjiawaban berupa kontrak; B

pgngadaan barang dah/atau jésa derigan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (Satu
milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan/tender oleh panitia/unit
layanan pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

Pasal 7

Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan terlebih dahulu harus
memperoleh persetujuan tertulis dari :

a. Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang . bemitai di atas
Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar-rupiah); atau - o

b. ‘Pemimpin BLUD-RSUD atau pejabat yang, ditunjuk untuk pengadaan yang bernilai
sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).

Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
melibatkan semua unsur Pejabat Pengelolah BLUD-RSUD, dan harus memp-arhatikan
prinsip-prinsip : . . 5 '

a. objektivitas, yaitu penunjukan yang ‘didasarkan pada aspek integritas moral,
kecakapan pengetahuan mengenai . proses dan' prosedur pengadaan
barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan tetepatan
tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa; . .

b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertzntangan
kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain,
langsung maupun tidak langsung; dan - _

c. saling uji (cross check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang
berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk’
mendapat keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pejabat
lain. '

Pasal 8, .

. Peraturan Gubernur ini mulai-herlaku pada tangg?@_! diundangkan.

i

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkah pengundangan Peraturan Gu sernur ini

: dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Teéngah.

Ditefcapkan.di Paiu ,
pada tanggal 03 JANvARI 201

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
%{/l

B. PALIUDJU



c. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di-atas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh
juta rupiah) sampai dengan nilai ‘Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta tupiah)
dilakukan dengan metode penunjukan langsung melalui agen tunggal, ¢istributor
dan/atau penyedia barang/jasa lainnya .dilaksanakan oleh pahitia/unit layanan
pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non
kecil dengan pertanggungjawaban berupa kohtrak; : '

d. pen_gadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. 5001:.000.000,— (L-ma ratus

r rupiah) sampai denggn nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dilakukan

| dengan metode pemilihan langsung oleh panitia/unit layanan pengadaan dengan
pertanggungjawaban berupa kontrak;

‘e. pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai di atas Rp. :f.OO0.000.000,— (Satu
‘ milyar rupiah) dilakukan dengan metode: pelelangan/tender oleh panitia/unit
layanan pengadaan dengan pertanggungjawa’ban berupa kontrak.

Pasal 7

5(1) Dalam penetapan penyedia barang/jasa, Panitia Pengadaan"terlebih dahulu harus
memperoleh persetujuan tertulis dari: =~

a. Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang " bernilai  Ji atas
Rp. 50.000.000.000,- {(Lima puluh milyar rupiah); atau .

b. Pemimpin BLUD-RSUD atau pejabat yang ditunjuk untuk pengadaan yang bernilai -
sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- {Lima puluh milyar rupiah).

'(2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan
" melibatkan semua unsur Pejabat Pengelolah BLUD-RSUD dan.harus memp srhatikan
prinsip-prinsip : o -
~ a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral,
' kecakapan pengetahuan mengenai -, proses dan prosedur pengadaan
' barang/jasa, tanggung jawab untuk mengapai sasaran kelancaran dan ketepatan
tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

b. independensi, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertzntangan
kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain,
langsung maupun tidak langsung; dan :

c. saling uji {(cross check), yaitu berusaha memperoleh informasi dari sumber yang
berkompeten, dapat dipercaya dan :dapat dipertanggungjawabkan untuk
mendapat keyakinan yang memadai dal".am melaksanakan penunjukan pejabat
lain. - : ' : ' .

Pasal 8
' Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga',l diundangkan. -

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkér_ﬁ pengunda'ngan Peraturan Gurernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Prof{insi Sulawesi Tengah.

Ditetapkar di Palu
pada tanggal 03 JANLARI 200
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